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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanab Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubab Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

51, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubab dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 06 Tabun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

BUPATITABALONG,
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Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/ atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan! atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi CoronaVirusDisease 2019 (COVID-
19) dan! atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan! atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);
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sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

UmumLayananBadanKeuanganPengelolaan

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
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Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Provinsi adalah ProvinsiKalimantan Selatan.

Pasal 1

PERATURANBUPATITABALONGTENTANGPENJABARAN
PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 02);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 06 );

27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
39);
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3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih

kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

11. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih

lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

13.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke KasDaerah.

14.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari KasDaerah.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disebut SiLPAadalah

selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

16.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.



17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan! atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang

bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka

persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

20. Dana 8agi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian

Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan.

21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.

22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah dana yang

bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah

menerima sejumlah uang atau menerlma manfaat yang bernilai uang dari

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembali.

24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan! atau kewajiban Pemerintah Daerah

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang

undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
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153.439.649.250,00
97.202.704.269,00

250.642.353.519,00

1.411.805.116.250,00
304.570.488.404,00
1.716.375.604.654,00

1.258.365.467.000,00
207.367.784.135,00

1.465.733.251.135,00

9

Rp.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp.

setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

Rp.

Rp.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

daerahJumlah Belanja

perubahan

Rp.

Rp.

setelah Rp.

2. Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah/ (berkurang)

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.

b. Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah pendapatan daerah setelah Rp.

perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula

sebesar Rp1.411.805.116.250,00 bertambah/berkurang sebesar Rp

Rp304.570.488.404,00 sehingga menjadi Rp Rp1.716.375.604.654,00, dengan

rincian sebagai berikut:

Pasal2

25. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan

Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak

memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan

dalam 1 (satu) tahun anggaran.
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6. Lampiran VI

5. Lampiran V

4. Lampiran IV

3. Lampiran III

pembiayaan;

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, 8elanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertarnbangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak

dan Gas 8umi Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II

.Jenis, Objek,

Belanja, dan

Diklasifikasi Menurut Kelompok,

Rincian Objek, Pendapatan,

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang1. Lampiran I

Uraian lebih Ianjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Pasal3

250.642.353.519,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp.

setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto setelah Rp.

perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.

setelah perubahan

Rp.2) Bertambah / (berkurang)
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ANANO ~VA J('J.lI4'TANT
._ ... _ ......... ..., •• a.&~ ..... U~~£

Ttd

BUPATITABAWNG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 ::).~~t.:::::b.:r2021

Peraturan Bupati Tabalong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasa16

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan Iebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasa1S

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa14

8. LampiranVIII

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek Pendapatan, BeJanjadan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

danRancangan Peraturan Kepaia Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas

Perbatasan Negara.

7. Larnpiran VII
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BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR..4B

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

ltd
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 .:3P?t ::?mboar 202 1


